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Abstract

Implementing infrastructure development in rural areas is a strategy for solving economic, social,
environmental and poverty problems experienced by village communities. The stagnation of
infrastructure development programs causes children to go to school late and look dirty during the
rainy season, and other people find it difficult to work even though they have to fulfill various
necessities of life. The village head as the highest level of leadership in rural areas needs to increase
infrastructure development evenly, increase human resource capacity, and optimize all village
potential through collaboration between the government, community and the private sector. The aim
of the research is to describe and analyze the function of the Grogol Village Government in improving
and distributing infrastructure development programs. This research applies a qualitative descriptive
approach. According to research conclusions, the ineffectiveness of the village head's leadership model
reduces the motivation of village officials, so that the performance of village government in
infrastructure development becomes stagnant. The Grogol Village Head must be able to provide clear
directions, be a role model, and establish good communication, thereby creating a work environment
that supports the growth and work enthusiasm of officials in meeting the needs of the community.

Keywords: Village Head Leadership; Infrastructure Development; Participatory

Abstrak

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di pedasaan merupakan strategi dalam menyelesaikan
persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, serta kemiskinan yang dialami masyarakat desa. Stagnasi
program pembangunan infrastruktur menyebabkan anak sekolah terlambat dan terlihat kumuh jika
musim penghujan, serta masyarakat lainnya kesulitan bekerja padahal harus mencukupi berbagai
kebutuhan hidup. Kepala desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di wilayah pedesaan perlu
meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata, meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia, dan mengoptimalisasi semua potensi desa melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat,
dan pihak swasta. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi serta menganalisis fungsi Pemerintah Desa
Grogol dalam peningkatan dan pemerataan program pembangunan infrastruktur. Penelitian ini
menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai kesimpulan penelitian, tidak efektifnya model
kepemimpinan kepala desa menurunkan motivasi aparatur desa, sehingga kinerja pemerintahan desa
dalam pembangunan infrastuktur menjadi stagnan. Kepala Desa Grogol harus mampu memberikan
arahan yang jelas, menjadi teladan, serta menjalin komunikasi yang baik, sehingga menciptakan
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lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan semangat kerja aparatur dalam mencukupi

kebutuhan masyarakat

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Desa; Pembangunan Infrasturtur; Partisipatoris.

Pendahuluan

Desa yang dikelola dengan baik akan
menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis
sumber daya lokal, pelestarian nilai-nilai
budaya, serta penguatan modal sosial
masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah,
berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat
istiadat  setempat, serta berhak untuk
mendapatkan pengakuan atas keberadaan dan
keikutsertaannya dalam sistem pemerintahan
NKRI (Ismunandar, et al., 2020).

Pedesaan perlu ditopang oleh aktivitas
pembangunan terkait sarana dan prasarana,
pengembangan  potensi  ekonomi,  dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara  berkelanjutan.  Dengan  adanya
pembangunan desa, masyarakat desa dapat
meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan
kualitas hidup, serta tertanganinya masalah
kemiskinan. Penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur di pedasaan merupakan strategi
menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial,
lingkungan, serta kemiskinan. Di Indonesia,
desa adalah mitra pembangunan suatu daerah.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur di
pedesaan, pemerintah dapat mengelola aset dan
mempermudah  penyelenggaraan  program
pemberdayaan demi tercipta kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 28
administrasi berbentuk kelurahan dan 189
wilayah administrasi berbentuk desa. Salah satu
desa yang perlu ditunjang oleh aktivitas
pembangunan adalah Desa Grogol, yang berada
di wilayah administrasi Kecamatan Giri. Luas
Desa Grogol 9.329 km?, yang terbagi dalam 8
wilayah administrasi berbetuk dusun, yaitu:
Pelinggihan, Kopendukuh, Laos, Guwo, Putuk,

Lebak, Kedawung, dan Kopenbayah. Jumlah
penduduk Desa Grogol adalah 5.675 jiwa, yang
terbagi: laki-laki sejumlah 2.750 jiwa, dan
perempuan sejumlah 2.925 jiwa (Pemerintah
Desa Grogol, 2024).

Wilayah yang luas dan tingginya jumlah
penduduk mengharuskan Pemerintah Desa
Grogol  menyelenggarakan  pembangunan
secara masif. Selain dapat menguntungkan
pemerintah desa dan masyarakatnya, bahwa
keberhasilan pembangunan di Desa Grogol
berkontribusi langsung pada kemajuan wilayah
yang lebih luas, yaitu Kabupaten Banyuwangi.
Hal tersebut sebagai anti-thesis dari realitas
jalan desa sebagai bagian dari infrastruktur desa
yang tidak tersentuh pembangunan, sehingga
rusak parah di berbagai titik dan sulit dilintasi,
termasuk jalan menuju kantor desa (observasi
dan wawancara peneliti, 2024).

Kepala Desa Grogol sebagai pucuk
pimpinan tertinggi di Desa Grogol perlu
meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
merata, meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia, dan mengoptimalisasi semua potensi
desa melalui kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan pihak swasta. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal ITka yang selaras dengan legitimasi
kewenangan terhadap otonomi khusus di
sebuah desa guna mewujudkan kesejahteraan
(Undang-undang nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Grogol yang partisipatoris sangat penting, dan
berdampak kepuasaan masyarakat. Kepala desa
selaku pimpinan pemerintahan desa memegang
peran strategis mengelola dan membangun
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desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu
sistem pengelolaan pembangunan di desa dan
kawasan perdesaan yang dikoordinir kepala
desa dengan mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial (Peraturan Bupati Banyuwangi

nomor 8 Tahun 2016).

Harapan masyarakat untuk meningkatkan
dan pemerataan pembangunan infrastruktur
jalan di Desa Grogol sebagai suatu usaha sadar
dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai
suatu perubahan dari keadaan yang buruk
menuju ke keadaan yang lebih baik.
Penyelenggaraan pembangunan di pedesaan
merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional dalam rangka otonomi daerah
(Sutikno, et al, 2025). Dengan demikian
pembangunan infrastruktur di Desa Grogol
berperan penting dan strategis dalam
pembangunan nasional dan pembangunan
daerah, karena terkandung unsur pemerataan
pembangunan dan hasilnya serta menyentuh
secara langsung kepentingan masyarakat Desa
Grogol dalam meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi
dan menganalisis fungsi Pemerintah Desa
Grogol dalam peningkatan dan pemerataan
program pembangunan infrastruktur. Selain hal
tersebut, artikel ilmiah ini  diharapkan
bermanfaat sebagai literatur penting dalam
pengembangan ilmu administrasi, khususnya
terkait kebijakan pembangunan pedesaan yang
berkelanjutan. Adapun manfaat praktis dari
penelitian ini:

1. Sebagai kontribusi pemikiran untuk
menjadi bahan pertimbangan dan/atau
masukan bagi Pemerintah Desa Grogol
untuk program pembangunan infrastruktur
agar berdampak pada  peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa Grogol.

2. Sebagai pemikiran baru untuk program
pelayanan publik agar Pemerintah Desa
Grogol dan masyarakatnya bisa saling
kolaborasi demi terselenggaranya

pembangunan infrastuktur desa
mensejahterakan dan berkualitas baik.

yang

Tinjauan Pustaka
1. Penelitian terdahulu

Hasil analisis sintesis peneliti terhadap
artikel ilmiah dari penelitian terdahulu memberi
manfaat bagi peneliti untuk mencari gambaran
serta memperjelas kerangka berpikir yang
selanjutnya bermanfaat dalam pembahasan
suatu penelitian.

Menurut Masdianto, et al (2021), motivasi
kerja perangkat desa mempengaruhi, kinerja
dalam segi pelayanan, serta penyelenggaraan,
pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan
komponen integral dalam struktur
pemerintahan desa, yang terdiri dari pegawai
desa, termasuk sekretaris desa dan berbagai
perangkat desa lainnya, yang beroperasi di
bawah kepemimpinan kepala desa. Masalah dan
faktor yang mempengaruhi motivasi perangkat
desa yaitu motivasi intrinsik, sebagai faktor
utama yang memengaruhi perilaku manusia.
Dalam konteks lingkungan kerja, motivasi
memiliki peranan penting yang berkaitan
dengan pekerjaan. Oleh karenanya kepala desa
juga  perlu  menegaskan  kedisiplinan
aparaturnya terkait dengan kehadiran di tempat
kerja dan aktif komunikasi dengan masyarakat
agar memahami kebutuhannya.

Pada penelitia Saputra, et al (2023), bahwa
tugas kepemimpinan kepala desa model
transformasional sangat penting. Karena
mengacu pada kemampuan seorang kepala desa
untuk membawa perubahan positif melalui visi
jelas, komunikasi efektif, serta keterlibatan
aktif dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan. Pemimpin transformasional tidak
hanya bertindak sebagai administrator, tetapi
juga sebagai agen perubahan yang mampu
menggugah kesadaran kolektif masyarakat
untuk berkontribusi dalam pembangunan desa,
sehingga dapat menangani berbagai tantangan
aspek teknis, sosial, dan administratif, seperti:
(1) Keterbatasan anggran desa, sehingga kepala
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desa harus mencari alternatif pendanaan
melalui program pemerintah, kerja sama
dengan pihak swasta, ataupun swadaya
masyarakat; (2) dinamika sosial di masyarakat
sehingga kepala desa mengelola perbedaan
pendapat, membangun komunikasi yang
efektif, serta memastikan adanya partisipasi
aktif dari seluruh elemen desa.

Pada penelitian lainnya, Nelly, et al (2024)
menegaskan jika kinerja pemerintahan melalui
model teori organisasi dapat melihat potensi
baik dan buruknya kinerja aparatur desa yang
punya tugas dan peran strategis dalam
pembangunan desa berdasarkan prinsip tata
kelola pemerintahan melalui transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif. Pemerintah desa
harus memiliki komitmen kuat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut mencakup dedikasi untuk
melayani masyarakat dengan baik, transparansi
dalam pengelolaan layanan, serta responsif
terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat.
Dengan komitmen kuat, pemerintah desa dapat
membangun kepercayaan masyarakat pada
pemerintah desa, yang pada gilirannya akan
berkontribusi pada pembangunan sosial dan
ekonomi yang lebih baik di tingkat desa.

2. Kepemimpinan Kepala Desa
Kepemimpinan adalah tulang punggung
pengembangan organisasi. Tanpa
kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai
tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin
berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang
lain, maka orang tersebut perlu memikirkan
gaya kepemimpinannya. Ekawati, et al. (2024);
Syafiie (2003:133); Nawawi (2001:21); Siagian
(2014:30); Setiawan (2012:17) menjelaskan
kepemimpinan sebagai kemampuan
mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil
melalui himbauan emosional dan lebih baik
dibandingkan dengan melalui kekuasaan
kepemimpinan merupakan seni menetapkan
bakat sebagai yang penting dan berpengaruh
besar terhadap kemampuan mewujudkannya

bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang
dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas
dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang
lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti
kemimpinan akan berlangsung efektif dan
efisien ditangan orang-orang yang kuantitas
bakatnya besar dan kualitasnya tinggi.
kepemimpinan merupakan cabang dari ilmu
administrasi, khususnya administrasi negara.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014;
Anjarwati, et al. (2023); Utami, et al. (2023);
Wulandari, et al. (2021) menjelaskan jika
kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desa,
formal maupun informal, yang setiap waktu
berada di tengah-tengah masyarakat yang
dipimpinnya. Kepala desa tidak hanya
menjalankan pemerintahan, membina
ketertiban dan ketenteraman, menjaga supaya
hukum yang dilanggar dapat diperbaiki seperti
sediakala, tetapi juga agar orang yang
melanggar hukum tidak mengulangi lagi
perbuatannya, dan orang yang telah didamaikan
benar-benar damai seperti semula. Hal tersebut
karena kepala desa sebagai pucuk pimpinan
dalam pemerintahan desa punya kewenangan
untuk melakukan dan tidak melakukan tindakan
(Priyanto, 2023). Jika pemerintah desa memilih
melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya,
dan kebijakan tersebut tidak semata-mata
keinginan pemerintah (Zakiyah & Priyanto,
2024). Menurut Priyanto & Hentika (2024),
perlu pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja
pemerintah agar kekurangan dan kesalahan dari
implementasi bisa diperbaiki.

Suksesnya pemerintah desa mencapai
tujuan ditentukan dari bagaimana kepala desa
mempimpin pemerintahan desa. Agar aparatur
desa mengikuti kepala desa mencapai tujuan
organisasi, maka kepala desa  harus
menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,
yaitu: (1) Perlu membuat perencanaan yang
menyeluruh bagi pemerintahan desa dan bagi
diri  sendiri selaku penanggung jawab
tercapainya tujuan pemerintah desa; (2) Adanya
perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan
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dalam jangka pendek, pada keadaan darurat,
dan kegiatan yang bersifat terus menerus; serta
perencanaan  tertulis  yang  digunakan
menentukan kegiatan yang akan dilakukan atas
dasar jangka panjang dan menentukan prosedur
yang diperlukan; (3) Mampu memberi teladan
baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun
tingkah laku yang mencerminkan jika kepala
desa tidak pernah  mengingkari dan
menyeleweng; (4) Adanya pengawasan agar
hambatan-hambatan dapat segera ditemukan
dan dipecahkan sehingga semua kegiatan
kembali berlangsung sebagaimana rencana; (5)
Mampu mengambil keputusan secara tepat dan
solutif sehingga dapat menyelesaikan berbagai
harapan masyarakat; dan (6) Mampu memberi
motivasi yang mencerminkan perhatian tulus,
sehingga tercipta lingkungan positif, dan
meningkatkan keterlibatan dan produktivitas
berbagai pihak.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa
Pembangunan infrastruktur desa harus
mencakup segala segi kehidupan dan
penghidupan desa, yang didasarkan atau
ditentukan oleh masyarakat desa sehingga
memungkinkan tumbuhnya partisipasi
masyarakat desa dalam proses
implementasinya. Pitaloka, et al. (2024);
Safinah, et al. (2024) mendefinisikan
pembangunan sebagai upaya yang sistematik
dan berkesinambungan atau berkelanjutan
untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi
pencapaian aspirasi setiap warga negara yang
humanistik. Pembangunan merupakan suatu
proses untuk melakukan suatu perubahan
berkaitan dengan keberhasilan pembangunan
desa. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015
mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu
teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak
yang diperlukan untuk melakukan pelayanan
kepada masyarakat serta mendukung jaringan
kepada masyarakat dan mendukung jaringan
struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial

masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kepala Desa harus mampu mengarahkan
pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Oleh karenanya implementasinya harus
terintegrasi dengan program pembangunan di
tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
dan nasional. Hal tersebut sebagai penjelas
bahwa program pembangunan yang di
laksanakan di desa di maksudkan sebagai upaya
mendorong adanya prakarsa agar pembangunan

yang baik, berkesinambungan, dan
berkelanjuta. Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 114 tahun 2014 menjelaskan

perencanaan pembangunan desa merupakan
proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan
permusyawaratan desa dan unsur masyarakat
secara partisipasi guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa. Undang-
undang nomor 66 tahun 2007 menekankan jika
pemerintah desa dalam membuat suatu rencana
pembangunan  berprinsip  pada  aspek:
pemberdayaan, terbuka, keberlanjutan, dan
proses berulang.

Suatu pembangunan akan tepat sasaran,
terlaksana dengan baik, dan bermanfaat apabila
pembangunan yang di lakukan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan
merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus
tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras
mungkin melalui serangkaian kombinasi proses
sosial, ekonomi dan institusional, demi
mencapai kehidupan yang serba lebih baik,
seperti perubahan yang mencangkup seluruh
system sosial, seperti, ekonomi, infrastruktur,

pertahanan, pendidikan, dan teknologi,
kelembagaan, dan budaya.
Asnudin  (2005); Kodoatie  (2005)

menjelaskan infrastruktur pedesaan sebagai
suatu hal yang bersifat fisik dan memberikan
akses terhadap pelayanan dasar maupun
pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat
pedesaan, seperti menyediakan jalan, bangunan

608

JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education

Vol 7,. No 1, Tahun 2026

ISSN: Online 2774-6984
Copyright ©2026



gedung dan fasilitas publik lainnya. Oleh sebab
itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-
dasar dalam mengambil kebijakan. Prasetyo &
Firdaus (2009: 223-236) membagi infrastruktur
menjadi 3 hal: infrastruktur ekonomi untuk
menunjang aktivitas ekonomi, utilitas publik
berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi
dan berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan
serta untuk sektor transportasi berupa jalan,
pelabuhan dan seterusnya; Infrastruktur sosial
berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan;
dan  infrastruktur = administrasi  berupa
koordinasi dan penegakan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, karena dapat menghasilkan hipotesis
dan memberi gambaran tentang fenomena yang
diteliti selain mengumpulkan data yang lebih
rinci. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh
informasi  terkait program pembangunan
infrastruktur oleh Pemerintah Desa Grogol.
Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat
mengungkap situasi dan permasalahan dalam
program pembangunan tersebut.

Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa
Grogol karena keberadaan jalan rusak parah.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui jika
tidak ada program pembangunan (perbaikan)
meskipun pada saat kampanye pemilihan
kepala desa, setiap calon kepala desa
menjanjikan pembangunan infrastruktur secara
merata.

Wawancara bebas terpimpin terhadap
informan  dilakukan = dengan  pedoman
wawancara yang disiapkan sebelumnya.
Informan dipilih berdasarkan teknik purposive
sampling, yaitu memiliki kesesuaian pada
situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong
dalam Sukma, et al., 2023). Meskipun
penentuan informan berpijak dari pertimbangan
tertentu, Priyanto (2018) memberi batasan
kriteria informan, yaitu: berusia antara 17
hingga 65 tahun dan tidak pikun sehingga
mampu memberikan informasi berupa data

yang representatif, tidak cacat bicara,
berpendidikan paling rendah setingkat SD, bisa
diajak komunikasi, mau menjadi informan,
jujur, dan tidak dikucilkan oleh masyarakat
disekitarnya, mengetahui hal-hal yang sedang
di teliti.

Peneliti menggunakan sumber data primer,
yaitu data penelitian yang di dapat langsung dari
sumber aslinya tanpa perantara; dan sumber
data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara
tidak langsung melalui media perantara atau
diperoleh dan dicatat orang lain dan bermanfaat
sebagai penunjang dari data primer (Septriana,
et al., 2024). Data dikumpulkan untuk menguji
teori dan memecahkan masalah yang sedang
diteliti. Dalam pengumpulan data kualitatif,
peneliti berpijak pada observasi, wawancara,
dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.
Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan
menganalisis data dengan menggunakan
analisis  data  kualitatif. ~ Sesuai  jenis
penelitiannya, peneliti menggunakan analisis
deskriptif, dimana setelah data terkumpul,
diolah dan di analisa dengan memberi
penafsiran berupa uraian. Adapun sistematika
peneliti disesuaikan dengan teori Miles dan
Huberman (dalam Shiddiqi, et al., 2024), yaitu:
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau
penarikan Kesimpulan.

Pertanggung jawaban terhadap keabsahan
data untuk membuktikan jika penelitian yang
dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan
sekaligus menguji data peneliti yang telah
diperoleh dari hasil penelitian. Terkait hal
tersebut, peneliti berpedoman pada prinsip
kepercayaan, keteralihan, ketergantungan,
dan kepastian. Prinsip tersebut penting
dilakukan agar membantu mengidentifikasi
potensi bias dan meminimalkan risiko
kesalahan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Model Pembangunan partisipatoris
Perlunya pembangunan infrastruktur di

Desa

Grogol menarik perhatian publik.
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Minimnya pembangunan  memungkinkan
masyarakat Desa Grogol mengalami kesulitaan
mencapai taraf hidup yang lebih layak,
merepotkan pelajar mendapat akses pendidikan
cepat, sekaligus menyulitkan untuk
berkembang dan bersaing. Meter dan Horn
(dalam Hidayat, et al., 2023) menyatakan
implementasi pembangunan sebagai tindakan
yang dilakukan oleh individu, pejabat atau
kelompok pemerintah, dan swasta untuk
mencapainya tujuan yang ditetapkan. Parsons
(dalam Septriana, et al., 2024) menyatakan
dalam proses formulasi kebijakan, suatu
masalah harus didefinisikan dengan benar dan
jelas agar memastikan jika kebijakan yang
diusulkan dapat menyelesaikan masalah
tersebut. Rippley dan Franklin (dalam
Salsabila, et al., 2024) mengemukakan jika
implementor  kebijakan  harus  mampu
mengeliminir permasalahan atau pelanggaran
yang ditemui. Maknanya Kepala Desa melalui
aparaturnya harus bisa menyelesaikan masalah
tidak justru menambah beban masalah.
Aktivitas yang tidak relevan dengan kebijakan
yang ada berpotensi menyebabkan
implementasi program tidak memberdayakan
namun justru menciptakan kemarjinalan dalam
masyarakat (Firdaus, et al., 2023).

Sesuai temuan dalam penelitian lapangan,
aktivitas masyarakat Desa Grogol sangat
bergantung dengan layaknya infrastruktur,
khususnya pada jalan-jalan poros yang
menghubungkan antar dusun maupun antar
desa (hasil wawancara, 2024).

Peneliti berpendapat, Kepala Desa Gorogol
perlu memperioritaskan sumber daya yang ada
untuk mengelola program pembangunan
dengan cepat dan sesuai sebagaimana
diharapkan masyarakat. Kepala Desa Grogol
harus menjadi pengelola suatu kesatuan
lingkungan yang baik dan menjadi fasilitator
dalam peningkatan dan pemerataan sarana serta
prasarana sebagaimana harapan masyarakat.
Kepala Desa  Grogol harus mampu
memberdayakan masyarakat agar tercipta

pembangunan partisipatoris. Prinsip tersebut
sesuai dengan Pasal 1 pada ayat 17 dalam
Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 8 tahun
2016, bahwa pemberdayaan masyarakat desa
sebagai upaya pengembangan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
desa.

Berprinsip pada kebijakan tersebut, Kepala
Desa Grogol tidak hanya berfungsi sebagai
penghubung antara pemerintah dengan
masyarakat, tetapi juga sebagai pemimpin yang
bertanggung jawab dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan yang berdampak
langsung pada kesejahteraan masyarakat, baik
mengelola potensi sumber daya secara efektif
dan efisien, serta menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak untuk mewujudkan
pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Upaya  mencapai  keberhasilan  dalam
implementasi pembangunan harus disertai
dengan pola kerja yang sejalan pada tujuan
(Azizah, et al., 2025). Desa memiliki potensi
strategis, terdepan dalam pembangunan, dan
menjadi  tonggak utama keberhasilanya,
sehingga perlu ada perhatian yang seimbang
dalam menyelenggarakan suatu kebijakan.
Osborne dan Plastrik (dalam Madhania, et al.,
2023) yang menyatakan pemerintah sebagai
lembaga yang besar, kompleks, dan ruwet.

Sebagaimana temuan penelitian lapangan,
dampak tidak terjamahnya pembangunan
infrastruktur menyebabkan anak sekolah kerap
terlambat terlebih jika musim hujan, dan
masyarakat ~umum  lainnya  kesulitan
menjalankan pekerjaan lain padahal ada
berbagai kebutuhan hidup yang harus dicukupi
(hasil wawancara, 2024).

Peneliti berpendapat jika Kepala Desa
Grogol harus benar-benar memposisikan
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sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan
implementasi pembangunan infrastruktur yang

merata demi  terpenuhinya  kemudahan
masyarakat  dalam  beraktivitas. = Dalam
kehidupan bernegara, pemerintah sangat
dibutuhkan untuk mengatur rakyat,

mengayomi, serta memenuhi kebutuhan rakyat.
Dengan hadirnya pemerintah, semua wilayah,
kegiatan, dan batas-batasnya dapat dikontrol
serta diawasi dengan mudah. Noviana &
Priyanto (2023) mengemukakan, implementasi
merupakan transformasi dari rencana ke praktik
untuk mencapai tujuan. Priyanto, et al. (2021)
menjelaskan partisipasi masyarakat diperlukan
dalam program yang dimiliki pemerintah
sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan
pembayar pada aktivitas pembangunan.
Partisipasi bisa berdampak kesejahteraan bagi
masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023). Peran
pemerintah desa dalam pembangunan terbagi
menjadi regulator, dinamisator, fasilitator, dan
katalisator (Agustin, et al., 2025).

2. Efektivitas
Merata
Pemerintah Desa Grogol harus mampu

mengatasi masalah  pembangunan yang

membelenggu masyarakat Desa Grogol. Sebab

Kepala Desa Grogol melalui kebijakannya

dapat memberi fasilitas publik, serta

kesempatan yang kondusif bagi kehidupan
massyarakat dalam mengatasi berbagai masalah
mereka. Meningkatkan kontribusi dan kualitas
kepatuhan aparatur pada suatu implementasi
kebijakan harus disertai dengan partisipasi,

monitoring, serta evaluasi (Priyanto, 2024).
Peneliti dalam menganalisis kontribusi

Pemerintah Desa Grogol dalam peningkatan

dan pemerataan infrastruktur melalui pemikiran

Colquitt, et al. (2009) yang terdiri dari

kepemimpinan, motivasi pegawai, dan kinerja

organisasi.
Pertama, kepemimpinan. Colquitt, et al.

(2009) berpendapat jika aspek kepemimpinan

merupakan unsur yang pertama, karena

Program  Pembangunan

mencakup arahan, pengaruh serta usaha untuk
menguasai dengan tujuan untuk mencapai hal
yang di inginkan dalam wadah organisasi. Sifat
kepemimpinan senantiasa hadir dalam setiap
bentuk organisasi yang didalamnya memiliki
struktur, visi misi, dan tentunya tujuan yang
perlu di capai. Kepemimpinan adalah sebagai
penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk
mengarahkan aktivitas fllowers terhadap
pencapaian  tujuan.  Arah  itu  dapat
mempengaruhi penafsiran pengikut peristiwa,
organisasi kegiatan kerja mereka, komitmen
mereka untuk tujuan-tujuan penting, hubungan
dengan pengikut lainnya, atau akses mereka
untuk kerjasama dan dukungan dari unit kerja
lainnya (Colquitt dalam Salam, 2013).

Sesuai temuan lapangan, masyarakat
beranggapan jika minimnya pembangunan yang
merata di Desa Grogol disebabkan oleh kualitas
kepemimpinan Kepala Desa Grogol (hasil
wawancara, 2025).

Peneliti berbendapat, optimalisasi
kepemimpinan ~ Kepala  Desa  Grogol
memerlukan pendekatan yang terintegrasi
sehingga terpastikan jika keberadaannya
mampu memaksimalkan perannya sebagai
pemimpin dalam mengarahkan dan
memengaruhi masyarakat untuk mencapai
tujuan bersama. Dalam hal peningkatan dan
pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa
Grogol, diperlukan diskusi dan serap aspirasi
yang terdiri dari struktur lapisan masyarakat
guna memiliki nilai kesamaan dan kebutuhan
antara pemerintah desa dan lapisan masyarakat.
Dalam pemahaman peneliti, pimpinan tertinggi
pemerintah desa adalah kepala desa. Oleh
karenanya harus mampu menjadi penanggung

jawab aspirasi masyarakat, kesejahteran
masyarakat, serta pengembangan pembangunan
secara  merata, berkesinambungan  dan
berkelanjutan.

Kepemimpinan akan mempengaruhi sistem
kinerja dan sangat menentukan kinerja
pemerintah desa, karena esensi pokok dari
kepemimpinan untuk mempengaruhi seseorang
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agar lebih efektif untuk mencapai tujuan
bersama. Esensi yang dirasakan oleh seseorang
bisa berbeda, hal ini disebabkan dalam
kepemimpinan tergantung karakteristik tugas
dan siapa yang memimpin. Setiap orang
memiliki pola kepemimpinan yang berbeda,
sehingga dampak kepemimpinan terhadap
masyarakatpun  berbeda. = Kepemimpinan
bagaimana mengajak orang bertindak dengan
benar dan dapat memotivasi mereka untuk
mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan
merupakan kemampuan seseorang — dalam
mempengaruhi seseorang (Latif et al., 2019;
Mustanir & Jaya, 2016).

Sesuai  analisis  peneliti, kurangnya
komunikasi efektif antara Pemerintah Desa
Grogol dengan masyarakat menjadi salah satu

faktor yang memperburuk masalah
pembangunan. Rendahnya komunikasi dapat
mengurangi keberhasilan implementasi

kebijakan, karena kepatuhan kelompok sasaran
akan dipengaruhi oleh isi atau program
kebijakan (Dinasty, et al., 2025). Ketidak-
terbukaan dalam perencanaan pembangunan
membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan. Hal
tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi
warga dalam mendukung program-program
pemerintah desa. Di sisi lain, lemahnya
pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan menyebabkan hasil yang tidak
maksimal serta berpotensi penyalahgunaan
anggaran. Jika pola kepemimpinan seperti hal
tersebut terus berlanjut, dan mengesampingkan
evaluasi tentu akan mempengaruhi stabilitas
sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi
di  Desa  Grogol. Perbaikan  model
kepemimpinan Kepala Desa Grogol dengan
mengedepankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang
aktif merupakan hal penting yang harus
diaplikasikan.

Kedua, motivasi pegawai. Motivasi sebagai
suatu faktor yang mendorong seseorang untuk
melakukan suatu aktivitas tertentu. Colquitt

(dalam Salam, 2009:178) menyatakan motivasi
dapat mempengaruhi inisiatif dalam bekerja,
menentukan arah, intensitas dan ketekunan,
karena motivasi memiliki pengaruh yang besar
dalam suatu kepemimpinan. Motivasi pegawai
secara umum dapat didekripsikan sebagai
dorongan internal atau eksternal yang
memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja
seorang individu dalam melaksanakan tugas
atau pekerjaannya di lingkungan organisasi.
Oleh karenanya motivasi kerap diartikan
sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.
Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang pasti
memiliki sesuatu faktor yang mendorong
aktivitas tersebut. Aspek pendorong dari
seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta
keinginan orang tersebut.

Sesuai temuan dalam penelitian lapangan,
aparatur Desa Grogol cenderung berpihak pada
aktivitas pelayanan administrasi dibandingkan
pekerjaan dalam meningkatkan pembangunan
secara merata (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, fenomena yang
berkaitan dengan motivasi aparatur desa grogol
terdapat dalam skema struktural
kepemimpinan, yang di pimpin Kepala Desa
Grogol dan diisi jajaran di bawahnya. Motivasi
aparatur Desa Grogol merujuk pada struktrul
Pemerintah Desa Grogol itu sendiri. Sikap
Kepala Desa Grogol menjadi salah satu aspek
penting dalam pelaksanaan tata kelola
Pemerintahan Desa Grogol dalam
pembangunan infrastruktur, sebab berkaitan
dengan cara kepemimpinan Kepala Desa
Grogol dalam mengkoordinir, mengevaluasi
dan membentuk hasil hasil musyawarah dalam
lembaga desa itu sendiri. Motivasi aparatur
Desa Grogol dapat muncul jika Kepala Desa
Grogol memiliki cara efektif dalam
meningkatkan  rasa  kebersamaan  dan
meningkatkan solidaritas. Dalam perspektif
New Public Service, pemimpin desa yang baik
adalah mampu membersamai aparatur dan
masyarakatnya untuk menjalankan program
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pembangunan di segala bidang.

Tanpa adanya motivasi, suatu program
yang disusun oleh pemerintah desa tidak akan
mencapai tujuan tanpa adanya sebuah tindakan.
Sebagaimana pernyataan Priyanto (dalam
Efendi, et al, 2025), kebijakan harus
diimplementasikan. Implementasi merupakan
penghubung antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah
serta melibatkan berbagai yang pihak
berkepentingan. Dalam hal ini, implementasi
program harus dilaksanakan secara konsisten
agar tujuan yang telah ditetapkan dalam proses
implementasi dapat terlaksana sebagaimana
mestinya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian
lapangan, motivasi kerja aparatur Desa Grogol
dalam melayani menyelesaikan masalah
masyarakat masih rendah, baik karena pulang
sebelum waktunya maupun tidak adanya ide-
ide untuk meningkatkan dan memeratakan
pembangunan sebagaimana harapan
masyarakat (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, motivasi aparatur
desa memiliki korelasi terhadap prestasi kerja,
karena motivasi merupakan faktor utama yang
mendorong individu untuk bertindak dan
mencapai tujuan tertentu. Motivasi bertindak
sebagai penggerak yang menentukan seberapa
besar usaha, intensitas, dan dedikasi yang
diberikan aparatur dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya.

Hasil wawancara peneliti dengan aparatur
Desa Grogol (2025), kinerja aparatur desa
terbagi 2 hal: sesuai tugas pokok dan fungsi, dan
tugas-tugas lain yang diperintah oleh Kepala
Desa. Realitas tersebut menjelaskan jika
keberhasilan motivasi bergantung seberapa baik
melayani Kepala Desa. Padahal aparatur yang
termotivasi secara positif cenderung memiliki
fokus yang lebih baik, menunjukkan komitmen
melayani [masyarakat] yang tinggi, dan
berupaya memberikan hasil kerja yang optimal.
Sebaliknya, kurangnya mengutamakan
motivasi pada pimpinan justru dapat

mengurangi semangat kerja, menurunkan
produktivitas, dan mepengaruhi kualitas kinerja
sebagai aparatur. Prestasi kerja secara formal
didefinisikan sebagai nilai dari serangkaian
perilaku  karyawan yang  memberikan
kontribusi, baik positif maupun negatif, untuk
pencapaian tujuan organisasi (Colquitt, et al.,
2009:37). Maknanya, motivasi aparatur Desa
Grogol sangat mempengaruhi kepercayaan
masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Ketiga, kinerja organisasi. Kinerja
organisasi dalam Pemerintah Desa Grogol
dapat dinilai dari motivasi kerja aparaturnya.
Kinerja organisasi adalah nilai dari perilaku
karyawan yang  berkontribusi  terhadap
pencapaian tujuan organisasi (Colquitt, et al.,
2009:38). Motivasi yang tinggi akan
mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih
keras, lebih kreatif, dan lebih produktif dalam
mencapai  tujuan  pemerintahan  desa.
Sebaliknya,  kurangnya motivasi  dapat
menghambat pencapaian target yang telah
ditetapkan. Kepemimpinan kepala desa yang
efektif serta keterpaduan antara kepemimpinan
yang baik dan motivasi aparatur yang tinggi
menjadi aspek penentu keberhasilan suatu
organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan,
aparatur Desa Grogol lebih mengutamakan
menjalankan perintah Kepala Desa Grogol
dibanding menyelesaikan kebutuhan
masyarakatnya (hasil wawancara, 2025).

Peneliti  berpendapat, bahwa kinerja
Pemerintah Desa Grogol mencerminkan
efektivitas dan efisiensi proses kerja dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah Desa Grogol semestinya memiliki
sistem kerja yang baik, strategi yang jelas, dan
komunikasi yang efektif  cenderung
menunjukkan kinerja yang lebih optimal, bukan
sebaliknya. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa
Grogol dapat dilakukan secara berkala untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang
perlu diperbaiki. Dengan peningkatan kinerja
aparatur yang berkelanjutan, Pemerintah Desa
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Grogol dapat meningkatkan daya saingnya di
tengah dinamika harapan yang terus berubah,
bertambah, dan cepat. Kombinasi antara kinerja
aparatur desa yang baik dan sinergi antar bagian
dalam Pemerintah Desa Grogol sangat penting
untuk menciptakan hasil yang maksimal.

Fenomena rendahnya kinerja Pemerintah
Desa Grogol berdampak pada peningkatan dan
pemerataan pembangunan infrastruktur
khusunya jalan, khususnya yang berada di
Dusun Kopendukuh. Peran Kepala Desa Grogol
sangat mempengaruhi pembangunan desa yang
tidak mencapai target dari rencana yang telah
ditetapkan.  Selain  itu  status  Indeks
pembangunan Desa Grogol yang berstatus
tertinggal juga tak terlepas dari peran Kepala
Desa Grogol. Dalam perspektif administrasi
publik, Kepala Desa bertanggung jawab pada
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur,
termasuk mencukupi segala kebutuhan lain dari
masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan,
Kepala Desa Grogol kurang bisa menerima
kritik karena cenderung menghidupkan asumsi-
asumsi yang sarat politis, seperti bukan
pendukungnya atau asumsi yang dianggap
menjatuhkannya (hasil wawancara, 2025).

Menurut pendapat peneliti, Kepala Desa
Grogol sebagai pemimpin di Desa Grogol harus
berfikir objektif, menerima saran atau kritik
masyarakat, perlu meningkatkan kinerja
kepemimpinan yang efektif, dan mampu
memperjuangkan pembangunan infrastruktur di
Desa Grogol secara mereata. Fenomena
pembangunan infrastruktur yang tidak merata
di Desa Grogol menjadi suatu permasalahan
yang harus segera diselesaikan oleh Kepala
Desa Grogol. Apabila pola kepemimpinan
Kepala Desa kurang efektif, efisien dan tidak

sesuai dengan tujuan dalam rancangan
pembangunan, maka dampaknya masyarakat
merasa  tidak  puas terhadap pola
kepemimpinannya.

Pemerintah desa dan aparaturnya ialah
administrator penyelenggara pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan (Priyanto,
2023). Selaku pelaksana pemerintahan,
Pemerintah Desa Grogol merupakan lembaga
pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung

jawab atas situasi yang terjadi dalam
masyarakatnya, terutama berkaitan dengan
peningkatan  akses untuk kesejahteraan,

pendidikan, dan kesehatan. Sebagai fasilitator,
Pemerintah Desa Grogol juga perlu bergerak di
bidang pemberdayaan agar membentuk
partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
implementasi, serta evaluasi dari program
Pemerintah Desa Grogol.

Kesimpulan

Tidak efektifnya model kepemimpinan
Kepala Desa Grogol menurunkan motivasi
aparatur Desa Grogol, sehingga kinerja
Pemerintahan Desa Grogol dalam mencukupi
kebutuhan masyarakat terkait pembangunan
infrastuktur menjadi stagnan. Kepala Desa
Grogol harus mampu memberikan arahan yang
jelas, menjadi teladan, serta menjalin
komunikasi yang baik, sehingga menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung
pertumbuhan dan semangat kerja aparatur
dalam mencukupi kebutuhan masyarakat.

Motivasi kepala desa dan aparatur desa
yang tinggi dan bersifat intrinsik maupun

ekstrinsik, bisa mendorong kinerja
pemerintahan yang lebih produktif dan
bertanggung  jawab  dalam  mencukupi
kebutuhan  masyarakat, sekaligus dapat

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya
saing organisasi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, sinergitas antara gaya
kepemimpinan yang tepat antara Kepala Desa
Grogol dengan motivasi aparatur desa yang
optimal, bisa menghasilkan kinerja organisasi
yang lebih unggul, dan akan mampu
meningkatkan ~ pembangunan  infrastuktur
secara  merata, berkesinambungan, dan
berkelanjutan.
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